
., 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

a. bahwa biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil 
Bupati Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton 
Nomor 1 7 Tahun 2017 ten tang Biaya Penunjang 
Operasional Bupati dan Wakil Bupati, namum 
pengaturannya belum menjangkau hal-hal yang 
menyangkut kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati 
karena berakhir masa jabatan dan/ atau jabatan bupati 
dijabat oleh seorang penjabat bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 
2017 ten tang Biaya Penunjuang Operasional Bupati dan 
Wakil Bupati; 

BUPATI BUTON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2017 
TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

TENT ANG 

BUPATI BUTON 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR 6f TAHUN 2022 



Pasal SB 
Ketentuan biaya penunjang operasional penjabat bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA mulai berlaku sejak 
tanggal 1 September 2022. 

Pasal SA 
. Dalam haljabatan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kekosongan 

karena berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, 
biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 diperuntukan seluruhnya untuk menunjang kegiatan 
penjabat Bupati. 

Pasal I 
Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati 
Buton Nomor 17 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang 
Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 182), ditambahkan 2 
(dua) pasal baru yakni Pasal SA dan Pasal SB yang berbunyi 
sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2017 
TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57); 

8. Peraturan Bupati Bu ton Nomor 17 Tahun 2017 ten tang 
Biaya Penunjuang Operasional Bupati dan Wakil Bupati 
(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 182); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR .. 144 

ASNAWI JAMALUDDIN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 

Diundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal 1.~ \-\C\JtfY\bcc, 2022 

BAS IRAN 

ttd. 

Pj. BUPATI BUTON, 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal 28 November 2022 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 


